
W, 
PROVINSI SULAWESI T! 

PERAT! 

NO 

TATA CARA TIDAK MASUK KERJA DILUAR HAK 
SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERIN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YA] 

bahwa 

Nomor 

Pegawalil 

bahwa 

Menimbang o 

Pemerin, 

Pegawail 

Kepegaw 

Cara Pe 

ALI KOTA BAUB 

URAN WALI KOTA 

OR: §f TAHU 

TENTANG 

ALI KOTA BAUB. 

berdasarkan kete 

5 Tahun 2014 

Aparatur Sipil Ne 

berdasarkan ke 

tah Nomor 11 

Negeri Sipil ¢ 

aian Negara NOAI 

mberian Cuti Peg: 

cuti yang berhak di 

Pegawail 

meliputs 

bahwa 

terdapal 

Pegawalil 

namun 

ketentu: 

bahwa 

masuk 

dimaksud dalam huruf I 

cara tidak masuk kerja 

Aparatur Sipil Negara lin, 

bahwa 

dalam 

menetapkan Peraturan W 

Masuk 

Negara Lingkup Pemerin 

Pasal 1 

Indones: 

Mengingat 

Negeri Sipil b 

persyaratan, 

berdasarkan kay 

beberapa kead 

Aparatur Sipil 

tidak dapat m 

an yang berlaku; 

dalam rangka 

kerja Pegawai A 

: 
erdasarkan pes 

1 
NG MAHA ESA 

A 

iy 

IGGARA 

BAUBAU 

2023 

ATAS CUTI PEGAWAI APARATUR 
AH KOTA BAUBAU 

U, 

atuan Pasal 21 Undang-Undang 

tentang Aparatur Sipil Negara, 

ara berhak memperoleh cuti; 

tentuan Pasal 310 Peraturan 

ahun 2017 tentang Manajemen 

an Peraturan Kepala Badan 

or 24 Tahun 2017 tentang Tata 

wai Negeri Sipil, telah diatur jenis 

il dan diperoleh oleh seorang 

erta tata cara pemberian cuti 

anya hak cuti dan alasan cuti; 

ndisi operasional kepegawaian, 

an yang mengakibatkan seorang 

Negara izin tidak masuk kerja 

mperoleh hak atas cuti sesuai 

nertibkan pemberian izin tidak 

aratur Sipil Negara sebagaimana 

di atas, maka perlu diatur tata 

iluar hak atas cuti bagi Pegawai 

cup Pemerintah Kota Baubau; 

nbangan sebagaimana dimaksud 

uruf a, huruf b 

Kerja diluar Hak 

8 ayat (6) Undan 

ia Tahun1945; 
& 

, huruf ¢, dan huruf d, perlu 

ali Kota tentang Tata Cara Tidak 

Atas Cuti Pegawai Aparatur Sipil 

‘h Kota Baubau; 

~Undang Dasar Negara Republik 



Undang-Undang Nomor || 13 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Bau- (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Ngmor 93, Tambahan Lembaran 

Sipil Néghra (Lembaran Né 
2014 Nomor 6, Tamba 

Indonesia Nomor 5494); 

bara Republik Indonesia Tahun 

n Lembaran Negara Republik 

Unda.ng-’ ndang Nomor || 23 Tahun 2014 tentang 

‘Pemerintahan  Daerah |(Lembaran Negara Republik 

Indonesia' Tahun 2014 Ngmor 244, Tambahan Lembaran 

Negara R.épublik Indonesia |Nomor 5587}); sebagaimana telah 

diubah l%eberapa kali te ir dengan Undang-Undang 

Nomor 6| Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 teéntang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republ' Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); " 

Unda.ng-‘ ndang Nomor || 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

‘Indonesia Tahun 2014 N(; or 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia [Nomor 5601); sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terpkhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2022 |jtentang Penetapan Peraturan 

Pemerintellh Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tehtang Cipta Kdra menjadi Undang-Undang 
‘(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

-58, Tambahan Lembaran -' gara Republik Indonesia Nomor 

5679); ’ [ 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemén Pegawai Negen‘LSipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nogmor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia|Nomor 6037); sebagaimana telah 

diubah dengan Peratur: Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahu‘I 2017 tentang|Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

68, Tambahan Lembaran Neégara Republik Indonesia Nomor 

6477); ! 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajem(lén Pegawai Pemegintah Dengan Perjanjian Kerja 

(Lembar: ! Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6264); 



Menetapkan 

8. Peratur: 

Indonesi 

1861); s 

Kepegawaian Negara Noj 

Peruba.haln atas Peraturan 

Nomor 24 Tahun 2017 texnf 

Negeri Sipil (Betijta 

Tahun 2021 Nomor 842); j 

Pegawai 

10. Peraturas 

Baubau 

Nomor 

Daerah 

Perubaha,n Atas Peratura 

Tahun 2016 tentang Pembg 

‘Daerah 

Tahun 2021 Nomor 2}; 

11. Peraturan Wali Kota Baub: 

Pelaksan 

Sipil Sipil Negara di Ling 

(Berita D!-xera.h Kota Bauba 

PERATURAN WALI KOTA T 

KERJA PEG. 

PEMERINTA 

Dalam Perat: 

1. Daerah adalah Kota Baub 

2. Kepala 

penyelenggara Pemerintal 

pelaksaniaan  urusan 5 

kewenangan Daerah Otomn 

3. Wali Kota adalah Wali Kotd 

Pemerintah N‘ 

Disiplin Pegawai Negeri S: 

Tahun 2021 No 

9. Peratura“xp Badan Kepegawai 

2017 temtang Tata Cara 

Sipil (Ber'Lta Negara Repub 

agaimana telah 

o) 

or 94 Tahun 2021 tentang 

il (Lembaran Negara Republik 

nor 202, Tambahan Lembaran 

iubah dengan Peraturan Badan 

or 7 Tahun 2021 tentang 

Badan Kepegawaian Negara 

g Tata Cara Pemberian Cuti 

Negara Republik Indonesia 

Daerah Kota Haubau Nomor 5 Tahun 2016 

(Lembaran Daerg 

); sebagaimana 

Kota Baubau 

tentang jembentukan dan 

Kota Baubau (] 

an Jam Kerja da 

| MEMUTUSKAN: || 

WAI APARATUR 

KETENT 

P: 

iran Wali Kota ini 

Daerah adalah Y 

3 

H KOTA BAUBAU! | 

usunan Perangkat Daerah Kota 

Kota Baubau Tahun 2016 

elah diubah dengan Peraturan 

gmor 2 Tahun 2021 tentang 
Daerah Kota Baubau Nomor 5 

tukan dan Susunan Perangkat 

nbaran Daerah Kota Baubau 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

1 Ketentuan Jam Kerja Aparatur 

nngan Pemerintah Kota Baubau 

Tahun 2023 Nomor 7). 

TANG IZIN TIDAK MASUK 

SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 

\B I 

AN UMUM 

sal 1 

}ang dimaksud dengan : 

u. 

ali Kota Baubau sebagai unsur 

han Daerah yang memimpin 

emerintahan yang menjadi 

m. 

Baubau. 



) 

10. 

11. 

12. 

13. 

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau. 

Hari k(-nJ a adalah hari daii yang ditetapkan bagi pegawai 

Aparatur  Sipil Negara |[untuk melaksanakan tugas 

pemerintahan kecuali ditethpkan sebagai hari libur. 

Cuti adalah keadaan tidg 

dalam jangka waktu tertes 

1zin adalah izin tidak mashk kerja pegawai Aparatur Sipil 

Negara |karena alasan ||keperluan pribadi dan/atau 

keluarha dan/atau org isasi berdasarkan persetujuan 

atasan gsung. 

masuk kerja yang diizinkan 

Aparatur Sipil Negara ‘ g selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansipemerintah. 

Pegawai| Aparatur Sipil l\Lgara yang selanjutnya disebut 

Pegawai| ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat jpembina kepegawhian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintalian atau diserahi tugas negara 

lainnya |dan digaji berdasarkan peraturan perundang- 

undangan. } 

Pejabat yang berwenang dalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan untuk me erikan izin tidak masuk kerja 

kepada;Iegawaj Aparatu:} lipilNegara. 

adalah unit terkecil dalam masyarakat yang 

i suami istri atah suami istri dan anaknya, atau 

anaknya, atau jibu dan anaknya, atau keluarga 

dengan derajat ketiga, atali keluarga semenda. 

sedarah  sampai derajat kedua  baik 

melalui jalur hubungan jorizontal dan vertikal, maupun 

yuridis adalah |suami/istri, anak kandung/anak 
angkat/anak  tiri, orang tua kandung/orangtua 

angkat/orangtua  tiri/meftua/saudara kandung/saudara 

angkat/saudara tiri, kelu]ga dekat lainnya sampai dengan 
derajat Kedua. ] 

Keluarga semenda adalah! pertalian kekeluargaan karena 

perkawinan, yaitu lan antara salah seorang dari 

suami atau istri dan keluafga sedarah dari pihak lain, 



w 
é}; 

k. keperluan jlaii yang sangat 1 

! 

j N 
iendesak sepanjang memperoleh 

izin dari pejabat yang berwe; ang memberikan izin; 

'S 

Izin tidak da 

sebagaimanal| 

at diberikan um 

dimaksud dalam 

B 
JANGKA WAKT% 

Pas 

(1) Izin dibersikan paling lama) 

jangka waktu 1 {satu) tah 

(lima) i kerja dalam jan, 

(2) Izin untuk pengembang: 

dengan sirtifikasi profesi 

lama 3 (tiga) hari kerja d 

P 

Pegawai ASI\II yang izin 

dengan jangka waktu yang 
berwenang dinyatakan tidak |1 

sah. 

B# 

PEJABAT YANG BERW£ 

Pejabat yang berwenang 

dimaksud d; 

1. Sekretaris Daerah; 

Kepal;'la Perangkat Dae 

Staf Ahli Wali Kota; 

Asisten Sekretaris Dae 

Direktur Rumah Sakit 

Kepala Perangkat Daer: 

administlrator, pejabat pel 

pejabat ngsional di ling 

2. 

3. 

4, 

5. J 

Asisten | yang menang; 

lingkungan Sekretariat 

a 

L 

pejabat | administrator, 

pelaksana, dan pejaba 

Sekretarjat Daerah; 

6 

alam Pasal 2 terdini 

a. Wali Kota memberikan izin| 

1 

al 5 

uk keperluan diluar ketentuan 

asal 4. 

B IV 
' PEMBERIAN IZIN 

.:a] 6 

15 (lima belas) hari kerja dalam 

‘ dengan ketentuan maksimal 5 

ka waktu 1 (satu) bulan. 

1 kompetensi yang berkaitan 

qpat diberikan tambahan paling 

am jangka waktu 1 {satu) tahun. 

sal 7 

jangka waktu yang tidak sesuai 

diberikan oleh pejabat yang 

masuk kerja tanpa alasan yang. 

AB V 

'NANG MEMBERIKAN IZIN 

éh;dan 

Jmum Daerah. 

| memberikan izin bagi pejabat 
gawas, pejabat pelaksana, dan 

angan perangkat daerahnya; 

ni urusan kepegawaian di 

Daerah memberikan izin bagi 

pejabat  pengawas, pejabat 

fungsional di Lingkungan 



Camat memberikan izin 

pejabat pelaksana di lin; 

masing wilayah kecamata 

Direktur Rumah Sakit Um| 

agi Lurah, pejabat pengawas dan 

lingan kelurahan pada masing- 

3 

um Daerah memberikan izin bagi 

pejabat Iadministrator, pejg bat pengawas, pejabat pelaksana 

dan pej!abat fungsional & lingkungan Rumah Sakit Umum 

Teknis memberikan izin bagi 

Daerah;| 

f. Kepala |Unit Pelaksana 

Pegawail ASN di lingkung: 

g. Kepala [Sekolah memberj 

kependidikan di lingkung; 

P: 

Pemberian izin sebagaimana 

dan huruf g hanya berlaku un 

Pa 

Apabila pejabat yang berwen 

tetap/sementara, maka 

didelegasikan kepada pelaksan 

Pa; 

Izin bagi pegawai ASN yang 

diberikan oleth pimpinan ins 

atau ditugaskan. 

1 kerjanya masing-masing ; 

jzin bagi guru dan tenaga 

sekolahnya masing-masing. 

9 

imaksud dalam Pasal 8 huruf 

k izin selama 1 (satu) hari. 

al 10 

g memberikan izin berhalangan 

wenangan memberikan  izin 

tugas/pelaksana harian. 

11 

itugaskan diluar instansi induk 

si tempat ASN tersebut bekerja 

BAB VI 
TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBERIAN IZIN 

1) 

Pasal 12 

Permintaan izin diajukan| secara tertulis kepada pejabat 

yang bérwenang dengan| [melampirkan bukti pendukung 

sebagai bahan pertimban, 

Khusus 

maka permintaan izin 
@ 

pemberian izin. 

keperluan mendadak dan/atau tidak terduga, 

ampaikan secara lisan, dengan 

ketentuan surat izin tertulis serta bukti pendukung 

disampaikan pada kesem)!: 

(3) 
ayat (1) [dan ayat (2), pejal 

izin kepada Pegawai ASN y 

“) Permintaan dan pembe 

pada ayat (1), ayat (2 

nakan formulir 

Peraturan Wali Kota ini. 

7 

Berdasarkan permintaan [izi 

tan pertama saat masuk kerja. 

sebagaimana dimaksud pada 

at yang berwenang memberikan 

g bersangkutan. 

an izin sebagaimana dimaksud 

dan ayat (3) dibuat dengan 

ebagaimana tercantum dalam 

bagian tidak terpisahkan dari



&) 

6) 

7 

8 

%) 

(1) 

@ 

) 

@ 

3 

® 

mengabulkan secara kes: 

ASN demi kepentingan di 

Izin dapat ditangguhkan 

berwenang memberikan i 

Pejabat [yang berwenang QL lapat memberikan izin atau tidak 

uruhan permohonan izin Pegawai 

as. 

enggunaannya oleh pejabat yang 

n, apabila terdapat kepentingan 

dinas mendesak. IT 

Dalam }'ual terdapat Pegar 

dapat diberikan hak atal 

belum menggunakan h 

ai ASN memiliki keperluan yang 

cuti, atau yang bersangkutan 

atas cuti tahunan dan/atau 

masih terdapat sisa hali atas cuti tahunan, maka tidak 

dapat 

mengajukan permohonan 

Pegawail ASN yang mend 

pendidilltan, dapat diberikI 

yang dapat diberikan 

Pasal 4. 

Pemberian izin harus m 

pegawai pada unit kerja yg 

Dalam | hal mendesak, 

bersangkutan tidak da; 

pejabat yang berwena.ngl 

iberikan izin an  yang bersangkutan wajib 

uti. 

| duki jabatan guru pada satuan 

izin sesuai dengan keperluan 

sebagaimana tercantum dalam 

emperhatikan kekuatan jumlah 

ng bersangkutan. 

Pasal 13 

sehingga Pegawai ASN yang 

pat menunggu keputusan dari 

memberikan izin, pejabat yang 

tertinggi ditempat Pegawa’i ASN yang bersangkutan bekerja 

dapat n}emberikan izin ara tertulis. 

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan setelah menda 
tertulis Ida.ri pejabat yang 

B 

KETENTU. 

Pa; 

Pegawai ASN yang sed: 

dipanggil kembali bekerj 
dinas mendesak. 

) 

at persetujuan lisan dan/atau 

berwenang. 

VII 

N LAIN-LAIN 

14 

menggunakan hak izin dapat 

apabila terdapat kepentingan 

Izin yang akan dijalankan di luar negeri hanya dapat 

diberikhn oleh Pejabat Pj 
Ketentuan izin berlaku j 

Bagi Pegawai ASN yang 
sesuai | dengan Kkeperlu 

sebagaimana tercantum 

dengan| jangka waktu p 
berwenang, dikenakan 

bina Kepegawaian. 

bagi calon PNS dan PPPK. 

Eenggunakan izin namun tidak 

yang dapat diberikan izin 

alam Pasal 4 dan/atau sesuai 

emberian izin oleh pejabat yang 

sanksi sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 



BAB V1L 
KETENTUAN PENUTUP 

(L\ 
Pasal 15 

Peraturan |Wali Kota ini 
diundangkl . 

Agar setiap  orang Hf Engerahuinya, memerintahkan 

pengundan Peraturan Wal 

dalam Berita Daerah Kota Bal 

mulai berlaku pada tanggal 

Kota ini dengan Penempatannya 

bau. 

di Baubau 

adal, { Nowober 2023 

MUH. R SMAN MANAFI 

Diundangkan di Baubau 

pada tanggal, | Nvember | 2023 SARAFE KOOROIMASL | 
Pj. SEKRETARIS DAERy/f(OTA BAUBAU, ST oI | ] 

7 YZEDA fi 

ASlsTed W 

SAIDO BONSAI 

\a -Bleglom : ' 

s W] <k Q( 

G
I
E
T
E
 T
 

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 N(J 



LAMPIRAN 

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU 

NOMOR A TAHUN 2023 
TENTANG 
IZIN TIDAK MASUK KERJA PEGAWAI APARATUR 
PEMERINTAH KOTA BAUBAU. 

A. FORMULIR PERMINTAAN IZIN 

SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 

Kepada 
Yth Ll p ............................................ 

Di 

FORMULIR PERI]/IINTAAN DAN PEMBERIAN IZIN 

1. DATA PEGAWAI 

Nama | NIP/.... 
{ | | 

Jabatan Pangkat 
Gol gkat/ 

| Unit Kerja] 

' | 
. ALASAN IZIN 

TIL LAMANYAIZIN 

Selama (hari)* | | mulai tanggat d 

| 
IV. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN IZIN 

\ TELP/ HP 

Hormat saya, 

./ V. CATATAN 1ZIN ** I 
Pernah / belum Pernah diberikan izin pada Bulan 
Tahun ... TTD YANG DISERTAI NAMA DAN NIP 

Beri catatan jumlah izin yang pernah diberikan dalam 
tahun berjalan | 

PEJABAT YANG MENANGANI 
KEPEGAWAIAN 

1 
VI. PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG* | 

DISETUJUI PERUBA]?AN""" DITANGGUHKAN™* TIDAK DISETUJUI*** 

TTD YANG DISERTAI 
NAMA DAN NIP PEJABAT 

VII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWERANG MEMBERIKAN IZINY 

DISETUJUI PERUB. skl DITANGGUHKAN*"* TIDAK DISETUJUT*** 

TTD YANG DISERTAL 
NAMA DAN NIP PEJABAT 

Catatan : 
*  Pilih salah satu dengan meml:leri tanda centang (v) 
** diisi oleh Pejabat yang menangani bidang kepegawaian sebelum PNS 

mengajukan izin 
*** diberi tanda centang dan alasannya 



B. FORMULIR PEMBERIAN [IZIN 

KQP PERANGKAT IDAERAH 

SURAT|IZIN TIDAK MASL{IK KERJA 

NOMOR : ....c...... (l..... 

1. Diberikan izin kepada [Pegawai Negeri Sipil : 

Nama 

NIP/.... 

Pangkat/Golongan Ruang: 

Jabatan 

Unit Kerja 

Selama ... .hari, terhitung 
dengan.... ,‘ dengan ketent 

a. Sebelum menjalankan izin, wal 

kepada atasan langsungnya atau p: 

b. Setelah selesai menjalankan izin, 

atasan langsungnya dan bekerja ki 

2. Demikian izin ini dibuat untuk da 
mestinya. 

TEMBUSAN 

1. 
2. 

3. dan seterusnya. 

Catatan 

*Tulis nama jabatan dari pejabat yang b 

PARSF KOORD!NAfSi ' 

THSTANSVUNIT KERJA | HARAF | 

| 
NC. 

u
-
,
t
h
!
—
'
.
'
“
"
.
‘
 

jabat lain yangditunjuk. 

ajib melaporkan diri kepada 

mbali sebagaimana biasa. 

pat digunakan sebagaimana 

erwenang memberikan izin 

! 
i 8 


